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BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 81 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT| BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk mclaksanakan kectentuan pasal 516 Peraturan
Daerah Kabupaten Bulcleng Nomor & Tahun 2017 tentang
Ketentuan mengenai Struktur pcjabat pengeloiaan barang milik
daerah dan formal pengelolaan barang milik daerah |, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Buleleng Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengingal : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 lenwng Pembentukon
Dacrah-Dacrah Tingkst Il dulam wiluyah Dacrah-dacrah Tingkat
I Bell, Nusa Tonggara Bural dan Nusa Tenggars Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1651);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negar: Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Ropublik Indonesia
Nemor 5589) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentarigy
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014
tentang Pemerintehan Dacrah  (Lemboran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor S674Y):

3. Peraturan Pemerintash  Nomor 27 Tahun 2014 lentang
Pengelolasn Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negaru
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negnra Republik Indoncsia Nomaor 5533);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tuhun 2014 tentang Penjuslan
Barang Milik Negara/Dacrah Berups Kendaraan Pcrorangan
Dinas (Lembaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2014
Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

& Il;i:mnr 5610j;

« Peraturun Moenteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 ten
Standarisasi Saranu dan Prasurana Kerjo szuurin Jj;?-,ﬂn Duéﬁ:ﬁf
achaﬁgimﬂna elah diubsh dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 lentang  Perubahun  Atas
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Menctapkan @

peraturan Menieri Dalam Negeri N
Siandarisasi Saran

Peraluran
Pedomun

Negara Rep
7. Peraturan Ducrah Kabupalc

Icntang Pengelplonn Burdng
Kabupaten Bulel

PERATURAN B
PENGELOLAAN

Dalam Peraturan Bupali ini yang dim

1.
2.
a.

10,

il

IEI‘
13.

omnr 7 Tahun 2006 (entong
Pcrncrinlnhnn Daerah,

Menteri Dolam Negeri Nomor 19 Tuhun 2016 entang
Teknis Pengelolsun  Barung Milik Dacrah (Berita

ublik Indonesis Nomor 547 Tahun 2016);
n Bulcleng Nomor © Tahun 2017
Mililk Dacrah (Lembarin Dacrih

eng Tahun 2017 Nomor 6).

n dan Prasurano Kerja

MEMUTUSKAN .

UPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
BARANG MILIK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Periama
Pengertian

Pasal 1

gksud dengan -
Daerah adalah Kabupalen Buleleng.

Bupali adalah Bupatl Buleleng.
njutnya discbul

ilun Rokyat Dacrah yang sela

pDewsn Perwek
Rukvat Dacrah Kuobupaten

DPRD adalnh Duwan B rwnbeilurt

Buleleng.
Qekretaris  Dacrah adalah  Sckrelars Dacrah Kabupalen
Buleleng.
Gatusn Keria Perungkal Dacrah Yang sclonjuinya  discbut
SKPD sdaloh perangkat daerah puda pemerintah daeruh
selaku penpguna barung.

selanjutnyn disebut UPTD

Unit Pelaksana Tcknis Dinuas YEN§
adalah bagimn SKPD y#ng melaksgnakan satu alau beberapa

SKPD.
Anggarun Pendnpatun dan Belenja Dacrah yang selanjutnyd
dischbut APBD uadaluh  Anpgaran Pendupatan dan  Belsnju
Daerah Kabupilen Bulcleng.
Barang Milik Daernh yang selanjutnya disebul barang adulah
serue berang Yang dibeli ‘atau diperolch atas beban APBD
atou berasal diri puerelchun lpinnys yung sah.

Pemegany kekuasaon pengelnlaan burang milik ducruh udaluh
Bupatl.

Pengeloln Barang Milik Dumcrah yung sclunjutnyd dischul
Pengelola  Barung uduluh  pejubut  yang berwenang  dan
bertanggung jowib melakukan koordinasi perigelolaan barang

milik daerah.
Pejubat Penatausahaun Ba
mcfrnpunyn{ fungsi pengclnloun Barang
E;mbﬂq. pengeinly keuungan dacruh.
ngzuna  barang udaloh pejobat pemegan kowe
%cn;munu;n barung milik ducrah. ¢ ranken
arang milik dicrah adalah semua barang
yang dibeli ata
diperolch stus beban APBD nlau berasal dari perolehan ininnv::

yang sah.

rang odoleh kepaio SKPD yasng
milik dacrah seluku
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14. Kuasa Pengguna Barang Milik Dnerph sclanjulnys dinehul
scbagal Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unil kerja atou
pejubut - yang ditunjuk  oleh  Pengguno  Barung untuk
mengguisken  barang  milik deernh  yang  beradu  dalum
penguasssnnyve dengun scbuik-baiknys.

15. Pejebel Pensusahasn Penggunn Barang adalah Pejabit yang
melaksunakun fungsi lota usaha bareng milik decrah pida
Pengauna Baring.

16. Pengurus Barang Milik Daerah yang sclanjulnya discbul
Pengurus Barung adaluh Pcjabal dan/ulau Jaboien Fungsional
Umum yang discrahi luges mengurus bareng.

17. Pengurus Barsng Pengelolu adalsh pejubal yung discrihi
tugas  mencrima,  menyimpan,  mengeluarkan, dan
menatsusshaken barang milik dacrah  puda  Pejabal
Penstausghaan Barang.

18, Pengurus Barang  Pengguns adalah Jabalan Fungsional
Umum yang discrahi tugas menerima, —menyimpan,
mengeluarkan, menatausuhakan barung milik dacrah pacda
Pengruna Barang,

19. Pembantu Pengurus Barang Pengelols adalsh punguris barang
yang membaniu datam penyiapan administrusi maupun teknis
penelausahaon barang milik dacrah pads Pengelols Barang,

20. Pembantu Pengurus Bareng  Pengguns adalah  pengurus
barang yang membaniu dolam penyiapan administras
maupun leknis penaleusahaar barang milik daerab pada
Penggunn Burung,

21. Pengurus Barang Pembanu adolah  yang discrani  LUgas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan
mempertanggung jawabkan bureng mihk dacrah pada Kussa
Pengguna Barang.

22 Penilai adalah pihek yang mclakukan penilaian  scodrs
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya,

23. Penilgian adaldh proses kegiatan uniuk memberikan suatu
apini nilai s suntu objck ponilsian berups barang  milik
ducrah puda saal lertentu.

24, Penilai Pemerintoh adalah Penilal Pemenniah Pusal dan Fenilog
Pemerintah Dacrah.

25, Pengclalasn Burnng Milik Dacrah adalah kesclurahan Regiatan
vang mueliputi perencanain kebutuhan don penganggaran,
pengadonn, penggunean, pemaniaalan, pengemanan  dan
pemeliharaan, penilaian, pemindahlanganan, pemusnahan.
penghapusan, penstausahnan den pembinsan, pengawassan
dan pengendalian.

26. Perencanaan  Kebutwwhan  udalah keglatin  merumuskun
rincian  kebutuhan berang milik  dacrah untuk
menghubungkan pengadagn burang yang telah lalu dengan
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan
tindakan yang akan dalang.

27. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, vang selanjulnya
disingkal RKBMD, bdaluh dokumen perchcansan kebuluhan
barang milik daerah untuk porinde 1 (satu) whun,

28. Pengguhuan pdalub kegiatun yung dilakukan alch Pengguna
Burung dulam mengeloln dan menatsusahskan barang millk
dacrah }'ﬂ'!}ﬂ sesuul dengan tuges dan fungsi SKPD vang
bersangkulan. :
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29, F:ernnnfa_ulun adalah pendeyagunaan burahg milik dacroh yang
llt!nk digunakan uniuk ptnyclenggoraan Luges dan [ungsi
SKPD dun/amu oplimulisasi barung milik devrah dengan tidak
mengubnh slulus kepemilikan.

30. Scwa adalab pemanfustan barang milik docrah oleh pihak lain
dalam janpgka wakiu tertentl dan  menerima imbdlan usng

tunai,

31. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunasn Barang antara
pemerintah pusal dan pemerinlah  dacrah alau  anlar |
pemerintah, dacrah dalam jangka wakiu lerlentu lanpu
menerima imbalan dan sciclah jangks wakiu twerschut berakhir
discrahkan kembali kepada Bupat.

32. Kerja Sama Pemanfasastan yang sclanjutnya disingkat KSP
adulah pendavegunaan barang milik dacrah oleh pihak lamn
dalam Jangks waktu terweniu dalam rangka  peningkaiuin
pendapaian dacrah alau sumber pembiayaan lainnya.

33. Bangun Guna Sersh yang sclanjutnya disingkat BGS adalah
pemanfaatan barang milik dacrah berupe lanah olch pihak lain
dengan eara mendirikan bangunen dan/etaud sdruna berikul
fasilitasnys, kemudian didayagunakar wleh pihak lain tersotut
dalam jangks waklu tertentu yang teluh discpakati, untuk
selanjutnys discrahkun kembali tunuh  bescria bangunan
danfutau sersna berikut fasilitasnya scteleh berakhirnys
jangka waktu.

34. Bangun Serah Guna yang selanjuitnya disingkal BSG adalah
pemanfaatan bareng milik daerah berupy tanah pleh pihok lain
dengan curs mendirikan bangunun dun/aiau saranu berikul
fasilitasnys, din sclelah selesal pembangunannyd discrahkun
untuk didaysgunakan olch pihak lain lerscbut dalam Jangke
waktu tertentu yang discpikuti. _

35. Kerja Sama Penyedisan  Infrastrukiur  yung sclanjutnyo
disingkat KSPI adaluh kerjasama aniora pemerintah dan baden
usaha uniuk kegintan penvedisan infrastrukiur sesuai dengan
keterituan peraturan perundang-undangan,

6, Penenggung Jawab Proyck Kerjusamua  yang selanjulnya
disingkat PJPK adalah Menieri/Kepals  Lembaga /Kepala
Daecrah, atau badan usaha milik negara/badan ysaha milik
dacrah schegai penycdia ateu penyelenggary infrastruktur
berdasarksn peraturan perundang-undangan.

A7. Pemindahlanganan adalah pengalihan  kepemilikan barang
milik daerah,

38, Penjualan adalah pengaelihan kepemilikan barang milik decrah
kepada pihak lsin dengan menerima  penggantan dalam
bentuk vang.

a4, Tukuar Menukar adalah pengalihan kepemiliken bareng  milik
ducrah vang dilskukun sntars pemerintah pusal  dengan
pemerintah daerah, antar pemerintah dacrah, alau antara
pemerintah dacrah dengan pihak lain, dengan menerima
penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikil
dengan nilui seimbang.

40. Hibah adulah pengalihun kepemilikan barung dari pemeninish
pusat kepada pemerinigh dacrah, antar pemcrintah duacrah,
atau darl pemerintah  dacrah  kepada pihdk  lain, tanpa
memperoleh penggantian.
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41.

42.

43.

44,

45.

a6,
47.

48.

49,

50.

al.

52.

::::nrcr‘lﬁ:n M:‘.}dat Pur':n::.-rir:mh Daerah adulah pengulihon
pemilikan barang milik daerah yang semula merupakan
kekayaun yang tlidnk dipisshkan menjadi kekayaan yang
dipisuhkan untuk diperhitungkan schagai  modal/saham
dacrah pads badan usahs milik negars, badan usahis milik
dacrah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negars.
Pemusnahan adalah tindakan memusnahkuan fisik dan/atsu
kegunaan barang milik daerah.

Penghapusan adalah lindakan menghapus barang milik dneruh
dari dallar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabut
yang berwensng untuk membebaskan  Pengelola Barang,
Penggune Berang danfatau Kusse Pengpuna Barang dari
tanggung juwab administrasi dan Misik atas barang yang berada
dalam pengussaannysa,

Penatausahasn  adalabh  rangkaian  kegiatan vang malipuli
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah
sesuai dengan kelenluan peraturan perundang-undangan
Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencalatan, dan pelaporan haesil pendataan barang  milik

daecrah.
Dokumen kepemilikan adalah dokumen suh vong merupakan

bukti kepemilikan atas barang milik dacrah. .
Dafltar barang milik dacrah adalah daftar yang memuat data
seluruh barang milik daerah.

Daltar barang pengeuna adalah dallar yvang memuatl dala
barang milik dacrah yang digunakan olch masing-masing
Pengguna Barang.

Daltar Barung Kuasa Pengguna adalah daltur vang memual
data barang milik docroh yang dimiliki olech muasing-masing
Kuasa Pengguna Barang,

Rumah Ncgara adalah bangunan yang dimiliki Pemeriniah
Daerah dan berfungsi sebagai tempal tinggal atau humian dan
sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaun
tugas pcjabal dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah dacrah

yang bersangkutan.
Pihak lain adalah pihak-pihak sclain Kementerian/ Lembago

dan Pcmerintah Dacrah.

Standarisasi sarana dan prasarang kerja pemerintahan daerah
adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah
dinas, kendarpan dinas dan lain-lain barung yang memerlukan

standarisasi.
Standarisasi harga burang adslah penclapan besaran harga

. barang scsuai jenis, spesifikasi dan kualitus dalem 1 (salu)

periode terieniu.
Pembinaan, pengawasun dan pengendalian adalah kegiatan

atau tindakan yang bertujuan  untuk mewujudkan  tertib

administrasi pengelolaan barang.
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Bagian Kedus

Maksud dan Tujunn, Asus Pelaksanoan Pengoiolann Barang Milik
Daernh

Pasul 2

Maksud pengelolaan burang untuk:

a. mengamankan barang,

b, menycragumkan  langkah-lungkah  dun  tindukan  dalam
pengelolaan barang dan

¢, memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolsan barang.

Pakal 3

Pengelolann burung bertdjuon wntuk:

o, monunjang  kelencaran  peluksanaan penyclenggaruaEn
pemerintehan dan pembangunen dacrah;

b. terwujudnys ekuntabilites dalem pengeloiean barang; dun

¢ terwujudnya pengelolsan barong yang tertib, cfektil dan cfisien

Fusal 4

Pengeloliun barang dilaksanskon berdusarkan auzas (ungsional,
kepastiun  hukum, transpuransi,  keterbukaan,  cfisiensi,
akuntabilitas, dan kepustian niles,

Pasal 5

Rueng lingkup Peraturan Bupeti melipul
pejabat pongelols barang milik dacrah;
perencanann kebutuhen dan penganggaran;
penghdaan;
pCTgRURAAn;
pemanfuatan;
pengamanan dan pemeliharaun;
pentlainn;
pemindeh lungnu;
pemusnehan,
penghupususn;
penutausaheen;
pembinuan, pengawusan dun pepgendalian;

.pengelolasn barang  milik daerah  pada SKPD  wvang
menggunakan pols pengelolinn keunngan Badan Layunon
Umum Duerah:

. barang milik dacrah beripy rumah negara; dan

0. ganll rugl dan sanksl.

Barung milik dacrah meliputi:

a barang milik dagrah yang dibeli ptaw diperolch stas boban

APBD, atau _

b. baranp milik deerah yung berusnl duri perolehan lainnys vang

anh,

FTFT ISR LN
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c. Barang milik dacrah dilarang digadaikan/dijaminkan untuk
mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain
sebagai pembayuran alas lagihan kepada pemcrintah dacrah,

d. Barang milik deerah lidek dapat disita scsuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Pasal 6

(1) Barang milik daerah yang dibeli alau diperoleh atas beban
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurul a,
dilengkapi dokumen pengadaan.

(2) barang milik dacrah yang berasal dari perolchan lainnyd vang
sah scbaguimany dimoksud dalem  Pasal & hurul b,
dilengkapi dokumen peralchan.

(3) Barang milik dacrah scbagaimana dimaksud pada ayal (1)
dan ayat (2} bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 7

Barang milik dacrah yang berasal dari perolehan lninnya yang

sah, meliputi:

a. bammng yung diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang
sejenis;

b. barang yang diperolch sebagai pelasksanaan dari

perjanjian/kontrak;

c. barang yang dipcrolch berdasarkan kelenluan peralurian
perundang-undangan,

d. barang yang dipcrolch berdasarkan putusan pengadilan
yvang telah mempunyai kekustan hukum tetap; atau

c. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atus
penyertaan modal pemerintah dacrah,

Pasal B

Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis
sebagaimana dimaksud dalam Passl B hurul a meliput
hibah/sumbangan atau yong sgjenis dori  negera/lembaga
internasional sesuai peraturan perundang-undangan,

Pasal 9

Barang vyang dipcrolch schagui peluksanaan dari
perjenjian /kontrak scbagaimena dimeksud delom Pasal 8 hurul
b antara lain berasal dari:

kontrak karya,

. kontrak bagi hasil;

kontrak kerjasama;

perjanjian dengan negara lain/lembaga inlernasional; dan
kerja sama pemerinlah dacrah dengan badan usaha dalam
penyediaan infrastrukiur.

ooo o
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BAB I
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Bagien Kesaly
Pemegang Kekuusaan Pengelolaan Barang Milik Dacrah
Pasal 11

(1) gupil}f aduloh pemegang kekussasn pengelolasn barang milik
BETAIN.

(2) Pemegung kekuasasn pengelolasn barang milik dacrab
schapaimana dimaksud pade ayat (1), berwenang dan

bertanggung jawab:
a. menetapkan Kebijakan pengelolaan barang milik dacrah;

b, menelapkan penggunaan, pemanfaatan, atou
pemindahtanganan barang milik dacrah;
menctlapkan kebijakan pengamanan dan pemcliharaan

barang milik daerdh;
d. menctapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan

barang milik dacrah;
mengajukan usul pemindahtunganan barang milik daerah

yang memerlukan perselujuan DPRD;
. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan
balas

penghapusan burang milik daerah ‘sesuai

kewenangannyd;
menvetujui usul pemanfaatan barang milik daersh seluin

 tanah dan/dtou baungunan; dan
menyetujui usul pemunfatan barang milik daerah dalam

bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Bagian Kedua

C.

Perigeiole Barang
Pusal 12

Sekrelaris daerash selaku Pengelola Barang, berwenang dan

bertanggung jawab:

a. meneliti dan menyetujul rencana kebutuhan barang millk
daerah;

b. meneliti dan maenyetujul rencana kebutuhan

liharaan/perawatan barang mililke dacrah;

c. mengajukan usul pemanfantan dan pemindahtanganun burang
milik dagrah yang memeérlukan persetujuan Bupati;

d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaalan,

pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik dacrah

vang lelah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
[ melakukun koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang

milik decrah; dan 1
g melakukan penguwasan dan pongendalian ates pengelolsan
barang milik dacrah.

e.
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Bagian Ketga
Pejubat Penalausahaan Barung
Pasal 13

{1) Kepalu SKPD Yang mempunyai fungsi pengelolaan barany
milik daerah sclaky Pejabat Penatausahann Barang Pejabal
Penatausahaan Barang sebagaimang dimaksud pada ayat (1)
diletapkan dengan Keputusan Bupati.

[2) Pejabal Penalausahaon Berang schbagaimana dimaksud padu
ayal (1), mempunyai wewenang dan tanggungiawab;

a, membant  mencliti dan memberikan pertimbangan
persctujuan - dalem  penyusunin  rencana  kebutuhan
barang milik dacrah kepuda Pengolola Barang

b, membantu  meneliti dan memberikan  pertimbangan
persetujuan  dalam penyusuran rencana  kebutuhan
pemeliharaun/perowalan  barang millk dacrih kepada
Pengelola Barang;

€. memberikan pertimbangan kepada Pongelola Barang atas
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik dacrah yang memerlukan persctujuan
Bupat; _

d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang
untuk mengalur pelaksaraan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik dacrah;

€. memberiken pertimbangan kepada pengelola barang atas
pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang
telah disctujui oleh Bupsti atau DPFRD;

I. membantu  Pengelols Barung dalam  pelaksongan
koordinasi inventsrisssai barang milik dacrah:

8. melakukan pencatatan barang milik dacrah berupa Lanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna
Barang yang tidak digunakan untuk  kepentingan
penyclenggarann tugas dan fungsi SKPD dan sedang Ldak
dimanfaatkan pihak loin kepada Bupati melalui Pengelola
Barang, scrie barang milik dacrah yYung berads pada
Pengelola Barang;

h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

I. membantu Pengelols Barang dalam pengawasan dan
pengendalian dles pengelolaan burang milik dacrah; dan

J. menyusun laporan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
Pasal |4

(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.

(2] Pengguna Barang scbagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

(3) Pengguna Burang #cbagnimana dimaksud peda myat (1),
berwenang dan bertanggung jawab:
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u. mengajukan rencana  kebutuhan dan penganggaran
barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;

b. mengajukan permohonan penclupan sltatus penggunean

barang yang diperoleh duri beban APBD dan perolchan

lainnya yang sah;

melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik

daeruh yvang berade dalam penguasannnyi;

d. menggunakan barang milik dacrah yang berada dalam

penguassnnnys untuk  kepentingan penyclenggarann

tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

mongamankan dan memelihora barang milik dacrah yung

berada dolam penguisgannys;

[, mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan

barang milik ducrah berupa tanah dan/atsu bangunan

ving lidale memerlukan persctujusn DPRD dan barang

milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

menyerahkan barang milik daerah berupa lanah

den/atay bangunan yang tlidak dipunakan untuk

Kepentingan penyclenggaraan LUgAS dan fungsi SKPD

yang dipimpinnya den sedang tidak dimanlanikan pihak

lain, kepada Bupati melalui Pengrlola Barang:

h. mengajitkan usul pemusnahan dan penghapusan barang

milik dacreh;
i, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
atas pengeunaan barang milik deerah yang ada dalam

penguasaannys; dan
j. menyusun dan menyampsikan laporan barang pengguna

- semestéran dan luporan barang pengguna tahunan yang
berada dalam penguasaannys kepade Pengelola Barang.

Pasal 15

ng Barang dapal melimpahkan sebagian kewenangan

dan tanggung jawab kepadas Kunsa Pengguna Barang.
{2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungawab kepada
Kuase Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang. _
Penctapan kiuasa pengguna barang ssbagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumiah barang yang
dikelola, beban keria. lokasi, kompetensi, dan/atau rentang
kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(1] Penggu

(3)

Bagian Kelima
Pejabat Penulpusahaan Pengguna Barang
FPazzal 16
[1) Penggura Bersng dibantu olch  Pegabat  Penatausahaan
Pengguna Barang.

(2) Pejabat Ponatausahasn Pengguna HBarang  sebagmimana
dimaksud pidu syat (1) ditctapkan oleh Bupati [/ stas usul

Penggunas Barang.
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(3) Fanhal Penatausahbnan Pengguna Barang  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi lungsi
PEPEEIU]'““" barang milik dacroh pads Penggunas Barang.

(4] FF'J""H'- Penatausthian Penggune  Barang stbagaima hu
dll'l'l-ﬂkﬁ'l.l;d :ﬂﬂﬂ ayut I.l"!} b(.'rwl:nnn“ dan hﬂr[angguﬂgjn“rnbj
8. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaren barang

milik daerah pada Pengguna Barung:

b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan
barang yang diperolel dari beban APBD dan perolehan
lainnyva yang sah;

c. mencliti pencatatan dan inventsrisasi barang milik dacrah
yang dileksannkan oleh Pengurus Barapg dan/atau
Pengurus Barang Pembanty;

d. menyusun  pengajuan  usulan  pemanfaatan  dan
pemindahtanganan barung milik dacrah berups tenab
dan/atau bangunan yang lidak memerlukan persetujuan
DPRD dan barang milik daerah selain tanab dan/ajau
bangunan;

e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daersh
berupa tanah dan/mtav bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingen  penyelenggarsan  tugas dan  fungsi
Pengguna Barang dun sedung lidak dimanfsatkan elch
pthuk lain;

[. menyiapkan usulan pemusanahan dan penghapusan barang
milik dacrah;,

g mencliti laporan barang semestéran dan lahunan yeng
dilaksanakan olch Pengurus Barang darn/aiay Pengurus
Barang Pembaniu;

h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang
(SFB| dengan mencrbitkan Surat Perintah Penyaluran
Barang (SPPB) untuk mengelusrkan barang milik daerah
dari gudang penyimpanan;

i menelitl dan memverifikasi Karlu [nvenlaris Ruangan (KIR)
scliap semester dan sctinp lahun;

J. melakukan  verifikasi  schagai  dasar  memberikun
persetijjuan sias perubshan kondisi fisik barang milik
dacrah; dan

k. meneliti laporan mutas: barung setisp bulah  yang
dissmpaikan oleh Pengurus Berang Pengguna dan/alau
Pengurus Barang Pembaniu.

Bagian Kcenam
Pengurus Barang Pengelols
Pasal 17

(1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupat atas i
Pejabal Penatausahoan Barang, a o !

{2) Penpurus Barung Pengolola sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) edalah pejabutl yeng membidangi fungsi  pengololuan
barang milik dacrah pade Pcjabat Ponatausahean Ba PRI

(3) Pengurus Barsng Pengeloly scbagaimany dimaksud pada uyst
(1) berwenang dan berianggungjawab: '
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a. membaniu menelit dan menyiapkan bahan pertimbangan
xmnlmum? dalam penyusunan rencana kebuluhan
B;;:g; millk  dacrah kepada Pejobal  Penutsusahuun

b. membantu mencliti dan menyiapkan bahan portimbangar
persciujuan  dolam  penyusunan  rencans  kebutuhan
pemcliharaan/perawatan  bareng milik dacrah  kepada
Pejabat Penatausahaan Barang;

¢. menyiapkar dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan
persetujuan Bupali ; '

d. meneliti  dokumen' usulan  penggunaan, pemanfuston,
pemusnahan, dan penghapusan dari Penpguna Barang,
scbagai buhan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahasn
Barang dalam pengituran peluksanaun  pengpunaan,
peman(aatan, pemusnahan, dan penghapusan  barang
milik daerah;

¢. menyiapkan bahan pencatatan barang milik deerah berupe
tanah dan/atau bangunan yang icloh diserahkan dan
Pengguna  Burang yeng Udak digunakan untuk
kepentingan penyclengearaan tugas dan fungsi SKPD dan
sedang tdak dimanfantkan pihak lain kepada Bupal

melalui Pengelola Barang; B
f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik

daerah;
g. menyimpan  salinan  dokumen  Laporan  Barang
Pengguna/Kuasn Pengguna Barang,
h. melnkukan relonsilinsi dilam rangks penyusunan leporan
bareng milik deerah; dan
i, merckapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Penggunu
somestersn dan tnhunan serta Laporan Barang Pengelole
sebapai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
(4] Pengurus Barang Pengelols secars administratil dan secara
fungsional bertanggunyg juwab atas pelaksanuan Logasnys
kepadi Pengelola Barung melalui Pejabul Penatanusshasn
Barang. _
Dalam  hal melaksanakan tugas dan (ungsi administrasi
Pengurus Barang Pengelola dipat dibuntu oleh Pembantu
Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabal
Penatausahann Barang.
Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjann pemborongan dan penjualan jasa
atau bertindak sehagal penjamin alas
kegiutan/pekerjaan/ penjuslan  tersebul Yang anggarennya

dibebankan pada APBD,

(5

(6)

Bagian Kelujuh
Pengurus Barung Pengguna
Pasal 18

(1] Pengurus Barang Pengguna dilctaplkan oleh Bupati atas usul
Pengguna Barang.
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[2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada

(3)

ayal (1), berwenang dan bertanggungiawab:

a. membantu menyiapkan dokumen rencann kebutuhan dan
pengunggaran barang milik doerah;

b. menyiapkan usulan  permohonan penctapen  status
penggunaan barang milik deerah yang diperaleh dari beban
APBD dan peralehan lainnys yang sah:

¢. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik
dacrah:

d. membantu mengamankan baranpg milik
berada pada Pengguna Barang; o SR g

. mcn?rinplmn dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtangenan barang milik dacrah berups tanah
dan/atau bangunan yung tiduk memerlukun persctujuan
DPRD dan barang milik dacrah sclain tanah dan/atuu
bangunan;

. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik duernh
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunaksn
untuk kepentingan penyelenggarsan tugss dan  fungsi
[F-.-jnmuna Barang dan sedang lidak dimanfaatkan pihok
ain;

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan

penghapusan barang milik deerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan

not# perminlain barang;

J. mengajukan Sural Permintaan Barang (SPB] kepada
Pejabat Penateusahaan Barang Pongguna,

k. menyeruhkan  barang berdusarkan  Surat  Perintah
Penyaluran Barang [SPPB) yang dituangkan dalam berita

‘acara penyerahan barang;
membual Kartu fnventaris Ruangan (KIR) semesteran dan

Lahunan;
memberi label barang milik daerah;

m.

n. mengaiukan permchonan persetujuan kepada Pejabai
Penatausahaan Pengguna Barang atas perpbahan kondisi
fisik barang milik ducrah berdasarkan pengecekan fisik
barang;

o, melakukan stock opname barang persediaan;

dokumen, antara lain: fotokopi/salinan

p- menyimpan
dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan

asli/fotokopi/salinan dokumen penalausahaan;

q- melakukan rekonsiliosi dalom rangka penyusunan laporan
barang Pengguna Barang den laporan barang milik daerah;
dan

r. membuut loporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna
Barang solelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan

Pengguna Barang.
Pengurus Barang Pengpuna scbagaimana dimaksud pada ayat
(2} secura administratil bertanpgung jawab kepada Pengguna
Barang dan sccara (ungsional bertanggung jawab  atas
pclaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalu

Pcjabat Penatausahaan Barang,
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(4) Dalam .hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi
Pengurus Barang Pengguno dapal dibantu oleh Pembaniu
Pengurus Barang Pengguna yang ditctapken oleh Pengguna
Barang.

(5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pckerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebapat perjamin utag
kegiatan/pekerjaan/penjuslan  lersebul  yang anggarannya
dibebankan pada APBD,

Baglan Kedelapan
Penpurus Berang Pembantu
Pasal 19

(1) Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul
Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barong.

(2) Pembentukan Pengurus Barang  Pembantu sebagaimann
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangen
jumlah barang yang dikclola, beban kerja, lokasi, kompetensi
dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif fainnya.

{3} Pengurus Barang Pembantu sebugaimara dimaksud pada ayal
(1) berwenang dan berlanggungjawab:

a. menyiapkan  dokumen  rencana  kebutuhan  dan

penganggaran borang milik dacrah;

b. menyiapken usulan permohonan  penclapan stalus
penggunaan barang milik dacrah yang diperoleh dari beban
APBD dan perolehan lainnya yang sah;
melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang  milik

dacrah;
4. membantu mengatnankan barang milik daerdh yang berada

pada Kuasa Pengguna Barang:

. menyispkan dokumen pengajuan usulan pemanaatun dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanalk
dan/atau bangunan yang lidak memeriukan persctujuan
DPRD dan barang milik dacrah sclain tanah dan/atau
bangunan;

. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah
berupa lansh dan/atau bangunan yang hdak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan lungsi Kuasa
Penpguno Barang dan sedang tidak dimanfsatkan pihak

lain;
menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan

penghapusan barang milik dacrah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan

nota permintaan barang,

mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB] kepada Kuasa

Pengguna Barang, '

k. menycrahken  barang  beérdasarksn  Surat  Perintah
Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita
scira penyerahan barang;

. membuat Kartu inventaris Ruangan (KIR] semesteran dan

tahunan;
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memberi label barang milik daerah;

- mengajukan permohonan persetujuan kepada  Pejaba
Penatausahean Pengguna Barang melalui Kuasa Penggunn
Barang atns prrubahan kondisi fisik barang milik daerah
pengécckan fisik barang,

0. meclakukan stock opname barang persedingn;

p. menyimpan dokumen, antara  lain:  fotokopi/silinan
dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan
asli/lotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang millk
dagrah; dan

r. membuat laporan mutasi barang  setiap bulan yang

disampalkan pads Pgngeuna Barang  melalui Kuasas

Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaun

Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

= 3

Pasal 20

Contoh format kelengkupan Tala cara pelaksanasn pengelolaan
barang milik ducrah scbagsimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Poraturan Bupati inl

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2]

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctap orang mengelahuinys, memerintahkan pengundangur
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berits Dacrah

Kabupaten Buleleng.

Dilctapkan di SBingaraja
geal 23 Nopember 2017
RULELENG,

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal, 23 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA K FUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR

= =
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